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BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 26 TAHUN 2014 

TENT ANG 

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Rancangan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2013; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat .II Luwu Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ·tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

· Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 151); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 233); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2013 Nomor 7); 

24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 27 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2010 Nomor 32). 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun Anggaran 2013; 

26. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 
Nomor 59). 

27. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2013 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 
2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 
Nomor 29). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas 

( 1) Pendapatan 
a. pendapatan asli daerah 
b. dana perimbangan 
c. lain-lain pendapatan yang sah 
Jumlah Pendapatan 

(2) Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. belanja pegawai 
2. belanja bunga 
3. belanja subsidi 
4. belanja hibah 
5. belanja bantuan sosial 
6. belanja bagi hasil 
7. belanja bantuan keuangan 
8. belanja tak terduga 

b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus I (Delisi!) 

36,740,971,94205 
675,817,821,389.36 

16,866,962,900.00 

335,950,581,579.00 

25,000,000.00 
8,606,773,300.00 

1,174,315,250.00 

30,834,669,243.00 
55,000,000.00 

27,079,692, 125.00 
187,709,707,634.34 
132,303,589, 138.00 

729,425,756,231.41 

376,646,339,372.00 

347,092,988,897.34 
723,739,328,269.34 

5,686,427,962.07 

\ 

(3) Pembiayaan 
a. penerimaan 
b. pengeluaran 

Jumlah Netto 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Pasal 2 

9,571,740,305.24 
11,150000.00 

9,560,590,305.24 
15,247,018,267 .31 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Rancangan 
Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 
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Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

r' "AF KOORDINASI 

I 1(ABAG HUI\UM 

KASUr tG 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 7 Juli 2014 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 7 Juli 2014 

BUPATI LUWU UTARA, + 
fl.IFI 

JUN DI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

M®JAHIDIN IBRAHIM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 26 
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